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TINGKAT AKURASI PENERIMA PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL PADA RUMAH TANGGA 
PERTANIAN DI INDONESIA 

(Accuracy Rate of Social Protection Program Beneficiaries in Agriculture Households in Indonesia)

Ema Tusianti* dan Tiodo a Hadumaon Siagian**

abstract
The majority of poor households in Indonesia depend on agriculture for their livelihoods. Poverty alleviation can be focused on 
agricultural households (RTPs). This study aims to analyze the accuracy of social protection program beneficiaries for poor RTPs 
based on 2021 National Socio-Economic Survey. Poverty is measured by the multidimensional approach. The accuracy is measured by 
distribution of beneficiaries and counted by a confusion matrix. The results found that the percentage of severely poor RTPs receiving 
Prosperous Family Cards (KKS), Family Hope Program (PKH), or Non-Cash Food Assistance (BPNT), routine and non-routine local 
government is only less than 30 percent, respectively. Surprisingly, it is also found that many non-poor RTPs received the KKS, PKH, 
BPNT, routine and non-routine local government aid, by 15 percent, 18 percent, 23 percent, 7 percent, and 16 percent respectively. The 
accuracy rate of social protection program beneficiaries is varied, but the lowest rate is the BPNT beneficiaries, namely 76 percent. 
The accuracy rate of social protection program distribution tended to be lower for RTP than the total households, indicating a case of 
inaccuracy distribution in rural areas. 
Keywords: agricultural households, social protection program, multidimensional poverty, accuracy rate

Abstrak
Mayoritas rumah tangga miskin di Indonesia menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Pengentasan kemiskinan utamanya 
dapat difokuskan pada Rumah Tangga Pertanian (RTP). Penelitian ini bertujuan menganalisis ketepatan penerima program 
perlindungan sosial pada RTP berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021. Dalam penelitian ini kemiskinan diukur dengan 
pendekatan multidimensi. Ketepatan pemberian bantuan dilihat dari sebaran data penerima perlindungan sosial dan dihitung dari 
matriks konfusi. Hasil penelitian menemukan bahwa persentase RTP sangat miskin yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), 
menerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan rutin dan tidak rutin 
pemerintah daerah (pemda), masing-masing kurang dari 30 persen. Temuan mengejutkan adalah banyak RTP tidak miskin menerima 
program KKS, PKH, BPNT, bantuan rutin, dan bantuan non rutin pemda, masing-masing sebesar 15 persen, 18 persen, 23 persen, 7 
persen dan 16 persen. Tingkat akurasi penerima perlindungan sosial bervariasi, namun paling rendah adalah pada distribusi BPNT, 
yaitu sebesar 76 persen. Tingkat akurasi penerima perlindungan sosial pada RTP lebih rendah dari penerima bantuan rumah tangga 
keseluruhan. Dengan lebih banyaknya RTP yang tinggal di pedesaan, hal tersebut memperkuat dugaan ketidakakuratan penerima 
perlindungan sosial di pedesaan. 
Kata kunci: rumah tangga pertanian, bansos, kemiskinan multidimensi, tingkat akurasi

PENDAHULUAN
Sektor pertanian memegang peranan sangat penting bagi perekonomian dan masyarakat Indonesia. Sektor 

pertanian menjadi penopang perekonomian Indonesia di masa pandemi Covid-19 (BPS, 2022a), namun pelaku 
usaha di sektor ini masih belum dapat dikatakan sejahtera. Lebih dari separuh rumahtangga miskin adalah rumah 
tangga pertanian (BPS, 2022b). Bahkan persentase rumah tangga miskin sektor pertanian justru mengalami 
peningkatan pada tahun 2021 (BPS, 2022b). Pada tahun 2020, berdasarkan penghitungan tingkat kemiskinan 
moneter, persentase rumah tangga miskin dengan sumber penghasilan utama pertanian ada sebanyak 46,30 
persen, setahun berikutnya naik menjadi 51,33 persen dari keseluruhan rumah tangga di Indonesia. Oleh karena 
itu pengentasan kemiskinan di Indonesia dapat difokuskan pada rumah tangga pertanian (RTP). 

Pemerintah telah menyediakan berbagai program perlindungan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan. 
Menurut Kementerian Sosial (Kemensos), terdapat dua jenis bantuan regular, yaitu Program Keluarga Harapan 
(PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako (Kemensos, 22 September 2021). Sementara itu, 
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) merupakan media penyaluran berbagai bantuan dari pemerintah, termasuk PKH 

baik bersifat rutin maupun non rutin (BPS, 2021).
dan BPNT (BPS, 2021). Selain dari pemerintah pusat, perlindungan sosial juga diberikan oleh pemerintah daerah,
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Berbagai program perlindungan sosial yang telah disebutkan di atas, disinyalir tidak tepat sasaran, sebagaimana 
temuan Anggleni (2018); Arifin (2020); Masnan & Nashir, (2020); Sofianto (2020); Beni & Manggu (2020); Kurniawan 
(2020); dan Aisyah et al. (2021). Penelitian-penelitian tersebut tidak spesifik pada RTP dan hanya mengkaji tingkat 
wilayah kelurahan/desa atau kecamatan tertentu, bukan pada tingkat nasional. Kajian tersebut juga mayoritas 
menggunakan pendekatan kualitatif. Kajian lainnya seperti BPS (2022b) menggunakan pendekatan kuantitatif 
namun tidak spesifik mengulas RTP dan menggunakan pengeluaran rumah tangga sebagai ukuran kemiskinan.

Kemensos menggunakan beberapa kriteria miskin sebagai persyaratan penerima perlindungan sosial dalam 
Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/Huk/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan 
Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Kriteria tersebut lebih mendekati konsep kemiskinan multidimensi. Menurut 
Aidha et al. (2020) bahwa seseorang yang miskin bukan hanya tidak memiliki uang tetapi juga memiliki kehidupan 
yang kurang layak, seperti gizi buruk, tempat tinggal yang kurang layak, tidak sehat, dan lain-lain. Oleh sebab itu, 
mengukur kemiskinan dianggap lebih tepat jika menggunakan pendekatan multidimensi dibandingkan dengan 
pendekatan unidimensi. Pengukuran kemiskinan dengan menggunakan variabel pengeluaran merupakan salah 
satu pendekatan unidimensi.  

Beberapa penelitian telah mengkaji kemiskinan multidimensi dan mengaitkannya dengan bantuan atau 
perlindungan, diantaranya Khaliq & Uspri (2017) namun mereka tidak terfokus pada kondisi terkini dan pada 
RTP. Sementara itu, penelitian Sumargo & Simanjuntak (2019) dan Pardede (2021) menggunakan kemiskinan 
multidimensi untuk mengaitkannya dengan kebijakan pada aspek yang lebih luas, seperti pendidikan, kesehatan, 
dan ekonomi.

Kaitan antara pemberian program perlindungan sosial dan kemiskinan multidimensi perlu dikaji untuk 
mengevaluasi apakah penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan sudah tepat sasaran atau belum. 
Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat ketepatan penerima program perlindungan sosial dan tingkat 
kemiskinan multidimensi pada RTP yang terkategori sangat miskin, miskin dan tidak miskin. Dengan diketahuinya 
sebaran rumah tangga penerima perlindungan sosial pada berbagai tingkat kemiskinan multidimensi serta besaran 
akurasi pemberian perlindungan sosial, maka ketepatan pemberian perlindungan sosial terhadap rumah tangga 
miskin pertanian dapat terukur. Dengan demikian, kajian ini dapat menjadi bukti empiris dalam penyusunan 
kebijakan berbasis data bagi pihak yang berkepentingan, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
(DPR RI) dan Kementerian Sosial. 

(Susenas) Maret 2021 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Survei ini menghasilkan berbagai 
indikator mencakup kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan, perumahan, dan perlindungan sosial. Dalam kajian 
ini, data yang digunakan berupa data mentah dengan jumlah sampel sebanyak 340.032 rumah tangga, dengan 
rincian 140.892 RTP dan 199.140 non RTP. RTP yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rumah tangga dengan 
kepala rumah tangga yang bekerja pada lapangan usaha utama sektor pertanian. 

Metode analisis
Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu menyajikan data dengan visualisasi tabel 

dan grafik yang selanjutnya dinarasikan. Visualisasi tersebut ditujukan untuk menggambarkan sebaran RTP 
menurut kategori kemiskinan multidimensi. Sementara itu, untuk mengkategorikan suatu rumah tangga miskin 
multidimensi, digunakan metode Alkire-Foster dengan pendekatan terdeprivasi (Alkire et al., 2014). Penelitian 
dengan pendekatan kemiskinan multidimensi telah banyak diteliti, misalnya Setyani & Sugiarto, (2021), Pardede 
(2021), Gopal et al. (2021), Fuady et al. (2021), Sumargo & Simanjuntak (2019), Rastantra & Mulia (2019), dan 
Aidha et al. (2020). 

Penghitungan kemiskinan multidimensi dalam penelitian ini menggunakan tiga dimensi, yaitu kesehatan, 
pendidikan, dan standar hidup, yang mengikuti Budiantoro et al. (2013), Alkire & Jahan (2018), Sumargo & 
Simanjuntak (2019), Aidha et al. (2020), dan Pardede (2021). Selain itu, penelitian ini menggunakan sembilan 
variabel sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1. Variabel yang terpilih disesuaikan dengan ketersediaan data, unit 
analisis, serta keseimbangan jumlah indikator pada setiap dimensi. Adapun bobot yang digunakan pada setiap 
indikator adalah equal weighting, demikian halnya dengan bobot untuk indikator dalam satu dimensi. Pembobotan 
ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Aidha et al. (2020).

Untuk mengkategorikan tingkatan rumah tangga miskin multidimensi diperoleh dari skor deprivasi (Skor RT) 
setiap rumah tangga dengan formula:

METODE
Jenis dan Sumber data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari Survei Sosial Ekonomi Nasional 
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1i ji jj
Skor RT I xW

=
=∑      …………….……. (1)

di mana:
I : indikator
W : bobot
I : rumah tangga ke 1,….n
N : jumlah rumah tangga
J : indikator ke 1,…9
Selanjutnya, untuk mengkategorikan tingkat kemiskinan, kajian ini menggunakan cut off point sebagai berikut: 

(1) Tidak miskin multidimensi, yaitu rumah tangga dengan skor deprivasi < 0,333, (2) Miskin multidimensi, yaitu 
rumah tangga dengan skor deprivasi di antara 0,333-0,499, dan (3) Sangat miskin multidimensi, yaitu rumah 
tangga dengan skor deprivasi ≥ 0,500 mengikuti Aidha et al. (2020). Sementara itu, Alkire & Foster (2007) hanya 
menggunakan dua kategori saja, miskin (skor  0,333), dan tidak miskin (skor < 0,333). Kajian ini menggunakan 
keduanya. Ketika mengkategorikan RTP hanya miskin dan tidak miskin, maka dilakukan penggabungan antara RTP 
kategori miskin dan sangat miskin.

Tabel 1. Dimensi, Indikator, Kriteria Deprivasi, dan Bobot dalam Penentuan Tingkat Kemiskinan Multidimensi
Dimensi Indikator Kriteria Deprivasi Bobot
Kesehatan Sanitasi Dikatakan terdeprivasi jika tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar 

pribadi, digunakan bersama anggota rumah tangga (ART) tertentu atau 
komunal dan jenis klosetnya bukan leher angsa (Aidha et al., 2020; Alkire 
& Jahan (2018)).

1/9

Sumber air 
minum utama

Dikatakan terdeprivasi jika air minumnya bukan berasal dari leding meteran 
dan leding eceran serta tidak menggunakan air minum dari sumur bor/
pompa, sumur/mata air terlindungi yang berjarak minimal 10-meter dari 
tempat penampungan limbah (Aidha et al., 2020).

1/9

Akses terhadap 
fasilitas 

kesehatan

Dikatakan terdeprivasi apabila dalam rumah tangga terdapat anggota 
rumah tangga yang mengalami keluhan kesehatan yang mengganggu 
kegiatan sehari-hari serta tidak melakukan pengobatan di fasilitas kesehatan 
dikarenakan tidak mempunyai biaya berobat, atau tidak ada biaya 
transportasi, atau tidak ada sarana transportasi (Adopsi dari Keputusan 
Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013).

1/9

Pendidikan Pendidikan 
kepala rumah 
tangga (KRT)

Dikatakan terdeprivasi apabila KRT berpendidikan SD atau tidak sekolah 
(BPS, 2005 dalam Isdijoso et al., 2016).

1/9

Akses terhadap 
pendidikan 
prasekolah

Dikatakan terdeprivasi apabila ada anggota rumah tangga berusia 3-6 tahun 
yang tidak memiliki akses ke pendidikan pra-sekolah (Aidha et al., 2020).

1/9

Keberlanjutan 
sekolah

Dikatakan terdeprivasi apabila mereka yang berada pada usia sekolah 
dasar dan menengah (7-18 tahun) memiliki partisipasi sekolah tidak/belum 
pernah bersekolah dan tidak bersekolah lagi (Aidha et al., 2020; Budiantoro 
et al., 2013).

1/9

Standar Hidup Bahan bakar 
utama

Dikatakan terdeprivasi apabila tidak menggunakan listrik dan gas untuk 
memasak (Aidha et al., 2020; Alkire & Jahan, 2018).

1/9

Sumber 
penerangan

Dikatakan terdeprivasi apabila menggunakan listrik bukan dari PLN (Aidha 
et al., 2020; Budiantoro et al., 2013).

1/9

Kondisi atap, 
dinding, dan 
lantai rumah

Dikatakan terdeprivasi apabila setidaknya memiliki kondisi tidak layak 
sebanyak dua dari tiga sub-indikator (atap, lantai, dan dinding).
• Atap dikatakan tidak layak apabila terbuat selain dari beton, genteng,

seng, dan asbes.
• Dinding dikatakan tidak layak jika berbahan selain dari tembok, plesteran

anyaman bambu/kawat, dan kayu.
Lantai dikatakan tidak layak apabila berbahan selain dari marmer, keramik, 
granit, tegel, teraso, semen, dan kayu. Selanjutnya, luas lantai per kapita 
tidak layak apabila tidak memenuhi 7,2 meter persegi per kapita (Aidha et 
al., 2020; Alkire & Jahan, 2018).

1/9

Perlindungan sosial yang dikaji dalam penelitian ini adalah aksesibilitas RTP dalam berbagai program 
perlindungan sosial, diidentifikasi dari kepemilikan KKS, pengalaman menerima PKH, BNPT/Program Sembako, 
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serta bantuan rutin dan nonrutin dari pemerintah daerah pada periode Maret 2020-Maret 2021. Khusus untuk 
program PKH, penelitian ini hanya mengkaji RTP yang memiliki anggota rumah tangga yang sesuai dengan kriteria 
penerima PKH sebagaimana dalam Kemensos (2021), yaitu rumah tangga miskin yang memiliki lansia (penduduk 
lanjut usia), anak usia dini (0-6 tahun), anak usia SD, anak usia SMP/sederajat, anak usia SMA/sederajat, ibu hamil, 
serta penyandang disabilitas.

Apabila ditemukan proporsi yang besar pada penerima manfaat program perlindungan sosial di rumah 
tangga tidak miskin, maka dapat diartikan ada indikasi pemberian program bantuan yang tidak tepat sasaran. 
Selain dengan melihat proporsi, untuk menghitung tingkat akurasi aksesibilitas RTP terhadap perlindungan sosial, 
digunakan matriks konfusi regresi logistik biner. Dalam hal ini, variabel respon adalah aksesibilitas terhadap 
perlindungan sosial, sedangkan variabel prediktor adalah tingkat kemiskinan multidimensi. Matriks tersebut dapat 
digunakan apabila telah memenuhi persyaratan statistik, diantaranya Uji Hosmer and Lemeshow yang menguji 
apakah sebuah model regresi logistik yang digunakan sudah fit.

Matriks konfusi dapat mengukur tingkat akurasi bantuan sosial yang pernah digunakan Suhendra et al. (2020) 
untuk menganalisis ketepatan klasifikasi pemberian KKS di Kota Semarang. Matriks konfusi menghasilkan Apparent 
Error Rate (APER), yang menurut Johnson & Wichern (1992) dalam Suhendra et al. (2020) mampu melihat 
kesalahan klasifikasi.

Tabel 2. Matriks Konfusi
Hasil 

Observasi
Taksiran

y1 y2
y1 n11 n12

y2 n21 n22

  
sosial)

  

mendapatkan perlindungan sosial dan 
diklasifikasikan sebagai penerima perlindungan 
sosial berdasarkan hasil taksiran regresi logistik 
dengan variabel penjelas tingkat kemiskinan 
multidimensi

n21 : jumlah rumah tangga observasi yang tidak 
mendapatkan perlindungan sosial tetapi 
diklasifikasikan sebagai penerima perlindungan 
sosial berdasarkan hasil taksiran regresi logistik 
dengan variabel penjelas tingkat kemiskinan 
multidimensi

n12 : jumlah rumah tangga observasi yang 
mendapatkan perlindungan sosial tetapi 
diklasifikasikan sebagai bukan penerima 
perlindungan sosial berdasarkan hasil taksiran 
regresi logistik dengan variabel penjelas tingkat 
kemiskinan multidimensi

n22 : jumlah rumah tangga observasi yang tidak 
mendapatkan perlindungan sosial dan 
diklasifikasikan sebagai bukan penerima 
perlindungan sosial berdasarkan hasil taksiran 
regresi logistik dengan variabel penjelas tingkat 
kemiskinan multidimensi

APER dapat dihitung dengan rumus: 

   rumah tangga observasi yang
sosial)

: kejadian sukses (mendapatkan perlindungan

: kejadian gagal (tidak mendapatkan perlindungan

Keterangan:

y1

y2

n11   : jumlah

Sumber: Suhendra et al., 2020.
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12 21
11 12 21 22

n nAPER
n n n n

+
=

+ + + ………..……………… (2)
1Akurasi APER= − ……………...............………………. (3)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebaran Rumah Tangga Miskin Multidimens

Pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebesar 27,54 juta orang (10,14 persen), yang 
mayoritas tinggal di pedesaan (BPS, 2022b). Masyarakat pedesaan umumnya bekerja pada sektor pertanian. Hasil 
kajian ini selaras dengan kondisi tersebut. Rumah tangga berstatus miskin (miskin multidimensi dan sangat miskin 
multidimensi) lebih banyak terjadi pada RTP dibandingkan rumah tangga kategori lain. Hasil ini tidak jauh berbeda 
dengan penghitungan kemiskinan moneter, yang menggunakan pengeluaran per kapita dalam penentuan batas 
garis kemiskinan (BPS, 2022b). Persentase RTP yang miskin multidimensi dan persentase RTP yang miskin secara 
moneter sama-sama lebih dari 50 persen (Gambar 1). 

Gambar 1. Persentase Rumah Tangga Miskin Moneter dan Miskin Multidimensi Berdasarkan Lapangan Usaha 

Apabila dilihat distribusi tingkat kemiskinan di masing-masing kelompok rumah tangga, mayoritas rumah 
tangga masuk ke dalam kategori tidak miskin. Namun, rumah tangga berstatus miskin (dan sangat miskin) lebih 
banyak dialami oleh RTP dibandingkan non RTP. Sebagai contoh, RTP sangat miskin multidimensi sebanyak 4,83 
persen sedangkan persentase non RTP yang sangat miskin multidimensi tidak sampai 1 persen (Gambar 2). Hal 
ini menunjukkan bahwa kondisi RTP cukup memprihatinkan dibandingkan rumah tangga pada kategori lainnya 
sebagaimana dalam BPS (2022b) yang menunjukkan bahwa rumah tangga miskin mayoritas terjadi pada rumah 
tangga yang dikepalai oleh seseorang yang bekerja di sektor pertanian. 

69.25
86.52 80.79

25.91

12.68 17.08

4.83 0.80 2.14

RTP Non RTP RTP dan Non RTP

Sangat Miskin Multidimensi

Miskin Multidimensi

Tidak Miskin

Gambar 2

Di sisi lain, Gambar 2 juga menunjukkan bahwa jumlah RTP tidak miskin jauh lebih banyak dari RTP miskin 
dan sangat miskin. Persentase RTP tidak miskin ada sebanyak 69,25 persen. Sementara itu, RTP miskin dan sangat 
miskin berjumlah 25,91 persen dan 4,83 persen. Dengan demikian, apabila dihitung persentase RTP yang menerima 
perlindungan sosial di masing-masing kategori (tidak miskin, miskin, dan sangat miskin), kemudian ditemukan 
proporsi yang sama pada semua kategori maka jumlah RTP paling banyak menerima bantuan sosial secara absolut 
adalah RTP tidak miskin. Selanjutnya, apabila pemerintah menargetkan penerima bantuan sosial sebanyak 20 juta 
rumah tangga (atau sekitar 25 persen dari keseluruhan rumah tangga), maka sebaran penerima bantuan sosial 

Keterangan: Miskin multidimensi jika skor 0,333

Sumber: Data mentah Susenas KOR Maret 2021 (diolah).

KRT di Indonesia, 2021.

. Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Tingkat Kemiskinan Multidimensi dan Kategori 
RumahTangga,2021

Sumber:  Data Mentah Susenas KO R Maret 2021 (diolah)
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KKS merupakan kartu yang didistribusikan oleh pemerintah sebagai media untuk penyaluran bantuan sosial 
sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. 
Pemegang KKS dapat menerima bantuan sosial dari pemerintah, baik PKH maupun BPNT (TNP2K, 2018). Pada masa 
pandemi Covid-19, KKS juga menjadi syarat wajib bagi penerima bansos yang terkait dengan bantuan pandemi 
Covid-19 (Widiyani, 2021).

Persyaratan penerima KKS adalah warga miskin. Oleh sebab itu, harapannya semakin tinggi status kemiskinan, 
semakin banyak rumah tangga yang memiliki KKS. Namun Gambar 3 belum menunjukkan kondisi yang diharapkan 
tersebut. Persentase RTP yang memiliki KKS masih ada yang tidak terkategori miskin. Bahkan, persentase RTP 
penerima KKS dengan kategori sangat miskin sangat sedikit. 

Gambar 3. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki KKS berdasarkan Kategori Rumah Tangga, dan Tingkat 

Hasil temuan lain dari penelitian ini adalah terdapat RTP tidak miskin yang menerima KKS, yaitu sebanyak 14,79 
persen. Bahkan data BPS menggambarkan bahwa rumah tangga dengan kuintil pendapatan teratas (Q5 dan Q4) 
masih ada yang menerima KKS meskipun di bawah 10 persen (BPS, 2022b). Hal ini bisa jadi menggambarkan dua 
hal. Pertama, rumah tangga tersebut masih menjadi penerima KKS tetapi kondisinya sudah lebih sejahtera. Artinya, 
updating data penerima bantuan belum optimal. Hal tersebut diakui oleh Menteri Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), bahwa banyak operator di lapangan yang tidak 
mengetahui aplikasi untuk proses perbaikan dan pengusulan baru Basis Data Terpadu (BDT) (Wisnubroto, 2021). 
Kedua, tingginya penerima KKS pada RTP tidak miskin menggambarkan indikasi ketidaktepatan penerima KKS.

Berdasarkan ukuran ketepatan pemberian KKS dengan menggunakan matriks konfusi, kajian ini menyimpulkan 
bahwa tingkat akurasi klasifikasi penerima KKS 87 persen pada keseluruhan rumah tangga. Sementara itu, tingkat 
akurasi klasifikasi penerima KKS pada RTP lebih rendah, yaitu 83 persen. Hal ini selaras dengan hasil kajian 
sebelumnya di beberapa wilayah. Suhendra et al. (2020) menyimpulkan bahwa tingkat ketepatan pemberian 
KKS sebesar 88-90 persen dan Hendri et al. (2022) sebesar 99 persen. Raydzika (2021) menyimpulkan korelasi 
kebijakan dan implementasi program KKS bersifat positif dan signifikan dengan nilai korelasi 0,5. Selanjutnya, secara 
kualitatif, Framita (2017) menyimpulkan bahwa pendistribusian kartu KKS sudah optimal. Sebagai catatan, berbagai 
penelitian tersebut tidak spesifik mengkaji RTP dan menggunakan metode yang berbeda dengan kajian ini, namun 
sama-sama menggambarkan bahwa meskipun akurasi sudah cukup baik, tetapi potensi tidak tepat sasaran tetap 
ada. Hal ini juga didukung temuan kajian ini yang menunjukkan adanya RTP tidak miskin yang mendapatkan KKS 
(Gambar 3).

Dilihat dari wilayah tempat tinggal, mayoritas tenaga kerja sektor pertanian tinggal di pedesaan (BPS, 2022c). 
Oleh sebab itu, RTP juga mayoritas berada di pedesaan. Namun demikian, dari hasil pengolahan data Susenas 
2021 terdapat kecenderungan bahwa RTP penerima KKS di pedesaan lebih sedikit dibandingkan RTP di perkotaan 

Kemiskinan Multidimensi, 2021

Persentase RTP sangat miskin dan miskin yang memiliki KKS masing-masing baru sekitar 19 persen dan 21 
persen. Hal ini  menunjukkan bahwa  program tersebut belum optimal. Berdasarkan kajian sebelumnya  di  beberapa 
wilayah, penyebab rendahnya penerima KKS di antaranya adalah sosialisasi yang kurang efektif sehingga masih 
banyak rumah tangga  penerima bantuan yang belum terdaftar (Anggleni, 2018; Arifin, 2020; Masnan & Nashir, 
2020). Hal ini  sangat  disayangkan, mengingat  KKS  cukup efektif  dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga 
miskin (Arifin, 2020).

Rumah Tangga Miskin Multidimensi dan Perlindungan SosialProgram Kartu Keluarga Sejahtera 

tersebut seharusnya mencakup seluruh (100 persen) rumah tangga sangat miskin yang berjumlah 4,83 persen, dan 
sisanya sebanyak 20 persen seharusnya didistribusikan kepada RTP miskin. 

Sumber: Data Mentah Susenas KOR Maret 2021 (diolah)
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(Gambar 4). Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah perbandingan persentase RTP yang berstatus sangat 
miskin di perkotaan dan pedesaan. RTP sangat miskin penerima KKS di perkotaan (24,16 persen) lebih banyak 
dibandingkan RTP dengan status kemiskinan yang sama di pedesaan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai 
hal, diantaranya keterbatasan informasi dan kurangnya sosialisasi mengenai prosedur perolehan bantuan sosial, 
kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat melakukan pengelolaan  Data Terpadu Kesejahteraan 
Sosial (DTKS) di pedesaan, dan lain-lain. 

Gambar 4. Persentase Rumah Tangga Pertanian yang Memiliki KKS berdasarkan Tempat Tinggal, dan Tingkat 

Program Keluarga Harapan 
PKH merupakan program perlindungan sosial bagi rumah tangga miskin yang memiliki lansia (penduduk lanjut 

usia), dan atau anak usia dini (0-6 tahun), dan atau anak usia SD, dan atau anak usia SMP/sederajat, dan atau 
anak usia SMA/sederajat, dan atau ibu hamil, serta penyandang disabilitas (Kemensos, 2021). Pada tahun 2021, 
terdapat 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima PKH (BPS, 2022b). PHK memberikan dampak 
yang cukup signifikan dalam pengentasan kemiskinan sebagaimana hasil kajian Usman (2014), Utomo et al. (2014), 
Virgoreta (2014), Rizal (2018), Beni & Manggu (2020). PKH juga dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga KPM 
(Kemensos, 2021).

Dari sudut pandang kesejahteraan sosial, menurut Suleman & Resnawaty (2017), PKH belum tepat disebut 
sebagai program pengentasan kemiskinan, tetapi lebih sesuai disebut sebagai perlindungan sosial karena ditujukan 
untuk menghindari masyarakat miskin dengan kategori tertentu untuk tidak semakin terjerumus ke dalam jurang 
kemiskinan, namun kajian ini menunjukkan bahwa 17,67 persen RTP penerima PKH justru berstatus tidak miskin 
(Gambar 5). Hal serupa juga sesuai dengan hasil kajian Sofianto (2020) di Jawa Tengah yang menemukan bahwa 
21,54 persen penerima PKH bukan orang miskin, dan hanya 13,99 persen penerima PKH yang miskin, dan 26,21 
persen sangat miskin.  

Gambar 5.  Persentase Rumah Tangga yang Menerima Manfaat PKH berdasarkan Kategori Rumah Tangga, dan 

RTP sangat miskin yang menerima PKH ada 26,03 persen (Gambar 5). Angka ini menunjukkan bahwa dari 
100 RTP sangat miskin yang masuk kriteria penerima PKH, yaitu memiliki lansia (penduduk lanjut usia), anak usia 
dini (0-6 tahun), anak usia SD, anak usia SMP/sederajat, anak usia SMA/sederajat, ibu hamil, atau penyandang 
disabilitas, terdapat 26 rumah tangga yang menjadi penerima manfaat PKH. Dari sisi ketepatan klasifikasi, kajian 
ini menghasilkan tingkat akurasi penerima PKH pada rumah tangga keseluruhan 84 persen, sedangkan pada RTP 
hanya 78 persen. Angka ini lebih rendah dari akurasi penerima KKS. 

Kemiskinan Multidimesi, 2021

Sumber: Data Mentah Susenas KOR Maret 2021 (diolah)

Tingkat Kemiskinan Multidimesi, 2021

Sumber: Data Mentah Susenas KOR Maret 2021 (diolah)
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Berbagai kajian menyimpulkan bahwa proses pemberian program PKH cukup optimal, seperti Roidah (2016), 
Sasmito & Nawangsari (2019), Purwanto et al. (2013). Namun, jika dilihat dari jumlah penduduk miskin, penerima 
manfaat PKH masih jauh dari yang seharusnya. Padahal hasil kajian ini, menunjukkan bahwa RTP yang sangat 
miskin jumlahnya kurang dari 5 persen dari keseluruhan rumah tangga di Indonesia (Gambar 2). 

Selain itu, implementasi PKH belum sepenuhnya dilakukan sesuai prosedur, seperti hasil kajian (Kholif, 2014). 
Hal ini akan menjadi semakin berat bagi pengelola program PKH di pedesaan yang memiliki keterbatasan data 
dan informasi serta SDM pengelola data penerima bantuan yang masih terbatas. Seperti tergambar pada Gambar 
6, persentase RTP tidak miskin yang menerima PKH di pedesaan lebih tinggi dari persentase RTP tidak miskin di 
perkotaan. Sebaliknya, RTP penerima PKH yang sangat miskin di pedesaan lebih sedikit dari RTP penerima PKH 
yang sangat miskin di perkotaan. 

Pengelolaan data penerima PKH yang terbatas dan tidak merata di semua wilayah, sebaiknya segera diatasi 
untuk meningkatkan tingkat akurasi penerima bantuan. Proses penyediaan data registrasi yang akurat dan 
termutakhir sangat diperlukan. Jika data sudah tersedia secara mutakhir, maka selanjutnya diperlukan sistem 
informasi untuk mempermudah proses identifikasi penerima program dan sistem untuk mengambil keputusan. 
Proses tersebut dapat mengadopsi sistem yang telah ada misalnya, Sistem Informasi Program Keluarga Harapan 
yang disusun Fitriawati, et al. (2019). Selain itu, sistem pendukung pengambilan keputusan suatu rumah tangga 
untuk menerima PKH juga dapat merujuk pada beberapa sistem yang dibuat oleh Aminudin & Sari (2017); Pertiwi 
et al. (2019); Laisouw et al. (2019); Purba & Sihotang (2019); Pujianto, et al. (2020); dan Munawir et al. (2021).

Gambar 6. Persentase Rumah Tangga Pertanian yang Menerima Manfaat PKH berdasarkan Tempat Tinggal, dan 

Bantuan Pangan Non Tunai/Program Sembako
Pada tahun 2021, terdapat 18,8 juta KPM yang menjadi target penerima BPNT/Program Sembako (BPS, 

2022b).  Namun, penerima program BPNT juga masih belum menunjukkan kondisi yang diharapkan. RTP penerima 
BPNT masih banyak yang terkategori tidak miskin (Gambar 7). Bahkan data BPS (BPS, 2022b) menunjukkan bahwa 
penerima BPNT masih ditemukan pada beberapa rumah tangga di desil pengeluaran kelompok atas (D9-D10), 
walaupun persentasenya kurang dari 10 persen. 

Beberapa penelitian mengkaji keberhasilan program BPNT ini, misalnya Hasimi (2020) yang mengamati 
keberhasilan dari 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat 
administrasi. Dari enam indikator tersebut, menurut kajian Hasimi (2020), yang belum terpenuhi adalah tepat 
sasaran, tepat waktu, dan tepat administrasi. Demikian halnya temuan Aisyah et al. (2021) dan Kurniawan (2020) 
yang menunjukkan bahwa penerima BPNT belum tepat sasaran.

Gambar 7. Persentase Rumah Tangga yang Pernah Menerima BNPT/Program Sembako berdasarkan Kategori 

Sumber: Data mentah Susenas KOR Maret 2021 (diolah)

Sumber: Data mentah Susenas KOR Maret 2021 (diolah)

Tingkat Kemiskinan Multidimensi, 2021

Rumah tangga, dan Tingkat Kemiskinan Multidimensi, 2021
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Perbandingan pola penerima BPNT di perkotaan dan pedesaan, selaras dengan penerima PKH dan KKS. 
Persentase RTP penerima BPNT di pedesaan cenderung lebih rendah terutama kategori sangat miskin. Bahkan, 
persentase RTP penerima BPNT yang tidak miskin dan sangat miskin memiliki nilai yang hampir sama (Gambar 8).

Gambar 8. Persentase Rumah Tangga Pertanian yang Menerima BNPT/Program Sembako berdasarkan Tempat 

Akurasi penerima BNPT untuk keseluruhan rumah tangga dalam kajian ini adalah 81 persen, sedangkan 
akurasi RTP penerima BPNT sebesar 76 persen. Ini menunjukkan program perlindungan tersebut sudah cukup 
baik. Hal ini juga selaras dengan beberapa penelitian seperti Ermawati (2019) yang menghasilkan tingkat akurasi 
sebesar 98,56 persen, Hermanto & Jaelani (2019) 96 persen, Saputra et al. (2021) 91,54 persen. Namun pada 
penelitian lain, seperti  kajian Ardha et al. (2021) dan Irawan (2019) tingkat akurasi penyaluran BPNT di bawah 
45 persen. Boleh jadi perbedaan tersebut karena perbedaan lokus kajian, waktu penelitian, dan metode yang 
digunakan. Namun, berbagai informasi tersebut dapat memberikan gambaran masih adanya ketidakakuratan 
penerima BPNT. Oleh sebab itu, maka perlu dilakukan evaluasi prosedur pendataan penerima BPNT, utamanya 
berkaitan dengan updating data (Garis & Desfirani, 2021; Kania, 2022). Updating data harus lebih banyak dilakukan 
di daerah pedesaan karena persentase RTP tidak miskin yang menerima BPNT masih cukup tinggi, hampir sama 
dengan persentase RTP yang sangat miskin yang menerima bantuan serupa (Gambar 8). 

Jika updating data sudah dilakukan, selanjutnya dapat mengidentifikasi penerima BPNT dengan sistem 
informasi dan teknik tertentu seperti yang dilakukan oleh Parhusip (2019); Riyansuni & Devitra (2020); Husaini & 
Purwidayanta (2019); Hutagalung et al. (2022); Wahyudin (2020); Syah (2021), Hanipah et al. (2020); dan Fuady 
& Abadi (2017). Sistem informasi atau metode-metode tersebut juga dapat membantu dalam pengambilan 
keputusan, sehingga rumah tangga miskin dapat teridentifikasi secara cepat dari hasil updating data.

Program Bantuan Pemerintah Daerah
Perlindungan sosial tidak hanya diberikan oleh pemerintah pusat yang bersumber dari APBN, namun juga dapat 

diberikan oleh pemerintah daerah (pemda). Bantuan sosial dari pemda dapat berupa uang/barang dari pemda 
kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan 
terjadinya risiko sosial. Sumber dana bantuan pemda berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
ataupun dana otonomi khusus (otsus) (BPS, 2021). Bantuan tersebut dapat bersumber dari gubernur, bupati, 
walikota, camat, atau kepala desa. Dasar dari pemberian bantuan tersebut adalah karena pemda dipersilahkan 
menyalurkan bansos kepada penerima di luar program Kemensos sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran KPK 
Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pengunaan DTKS dan Non DTKS dalam Pemberian Bantuan 
Sosial ke Masyarakat (Ruhyana & Ferdiansyah, 2020). 

Idealnya semakin tinggi status kemiskinannya, semakin banyak yang memiliki bantuan dari pemda, namun 
kenyataannya tidak demikian (Gambar 9). Persentase RTP yang menerima bantuan rutin dari pemda justru lebih 
tinggi pada RTP tidak miskin dibandingkan RTP sangat miskin (7,39 persen dibanding 6,09 persen). Sementara 
itu, distribusi bantuan tidak rutin terlihat tidak berbeda secara nyata antara RTP tidak miskin dan RTP miskin 
multidimensi.

Selain pola yang tidak selaras dengan tingkat kemiskinan, Gambar 9 juga menunjukkan adanya indikasi bahwa 
pemda lebih banyak memberikan bantuan tidak rutin dibandingkan bantuan rutin. Hal ini tentunya disesuaikan 
dengan kemampuan finansial setiap wilayah. Pada masa pandemi Covid-19, bantuan pemda sangat memberikan 
manfaat bagi masyarakat, namun pola sebaran penerima bantuan yang relatif acak pada Gambar 9 menggambarkan 
bahwa distribusi bantuan belum mempertimbangkan kondisi kesejahteraan masyarakatnya dan cenderung tidak 
terintegrasi. Hal tersebut disebabkan karena sumber anggaran yang berbeda, data penerima bantuan yang tidak 

Sumber: Data mentah Susenas KOR Maret 2021 (diolah)

Tinggal, dan Tingkat Keiskinan Multidimensi, 2021
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terintegrasi, dan perbedaan sistem penyaluran bantuan sosial (Rahmansyah et al., 2020). Dengan demikian, dapat 
terjadi duplikasi pemberian bantuan pada satu rumah tangga. Di sisi lain, definisi masyarakat terkena dampak 
Covid-19 masih rancu (Mufida, 2020), sehingga kriteria penerima bantuan tidak standar.

Gambar 9. Persentase Rumah Tangga berdasarkan Kategori Pertanian/Nonpertanian, Tingkat Kemiskinan 

Pola lain yang terlihat pada Gambar 9 adalah perbandingan wilayah perkotaan dan pedesaan. Hal tersebut 
menunjukkan kondisi yang kurang sesuai harapan, terlebih lagi pemberian bantuan tidak rutin di perkotaan. 
Bantuan tidak rutin termasuk bantuan untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 (BPS, 2021), yang 
utamanya terjadi di perkotaan. Oleh sebab itu, hal ini juga menyebabkan penerima manfaat bantuan tidak rutin 
pemda tersebut lebih banyak diberikan pada RTP tidak miskin. 

Gambar 10. Persentase Rumah Tangga Pertanian Berdasarkan Wilayah Tempat Tinggal, Tingkat Kemiskinan 

KESIMPULAN
Rumah tangga pertanian yang miskin dan sangat miskin di Indonesia masih banyak yang belum mendapatkan 

berbagai program perlindungan sosial. Temuan mengejutkan adalah RTP tidak miskin banyak yang menerima 
program KKS, PKH, BPNT, bantuan rutin, dan bantuan nonrutin pemda, masing-masing sebesar 15 persen, 18 
persen, 23 persen, 7 persen dan 16 persen dari keseluruhan RTP tidak miskin di Indonesia. Padahal dari sisi jumlah, 
RTP tidak miskin jauh lebih banyak dari RTP miskin dan sangat miskin, dengan porsi 69 persen. 

Adanya ketidaktepatan dalam pemberian perlindungan sosial pada RTP di Indonesia juga tercermin dari 
tingkat akurasi. Tingkat akurasi penerima KKS, PKH, dan BPNT masing-masing sekitar 81 persen, 75 persen dan 74 
persen. Tingkat akurasi pemberian perlindungan sosial pada RTP juga cenderung lebih rendah dari keseluruhan 
rumah tangga untuk semua jenis perlindungan sosial. Temuan ini semakin memperkuat dugaan adanya kelemahan 
pengelolaan data dan sistem verifikasi data penduduk/rumah tangga miskin di pedesaan, karena RTP mayoritas 
tinggal di pedesaan.

Dugaan ketidaktepatan dalam pemberian perlindungan sosial pada RTP, khususnya di pedesaan dapat 
disebabkan oleh kelemahan sistem pendaftaran mandiri baik secara offline maupun secara online. Masyarakat 
miskin minim informasi, dan tidak mengetahui bagaimana cara mendaftarkan diri. Terlebih lagi masyarakat 
miskin di pedesaan pada umumnya tidak melek internet, sehingga mereka yang mendaftar sebagai KPM adalah 
mereka yang melek internet. Hal ini menyebabkan banyaknya rumah tangga sangat miskin yang tidak terdata, dan 
banyaknya rumah tangga tidak miskin yang terdata. Oleh sebab itu, disarankan agar aparat pemerintah khususnya 
di pedesaan lebih aktif membantu masyarakat miskin agar terdaftar sebagai KPM serta melakukan sosialisasi yang 
inklusif. 

Multidimensi dan Perolehan Bantuan Rutin/Tidak Rutin dari Pemda, 2021

Multidimensi dan Perolehan Bantuan Rutin/Tidak Rutin dari Pemda, 2021

Sumber: Data mentah Susenas KOR Maret 2021 (diolah).

Sumber: Data mentah Susenas KOR M aret 2021 (diolah)
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Hasil temuan kajian tersebut di atas dapat menjadi masukan bagi DPR RI dalam merumuskan Rancangan 
Undang-Undang tentang APBN, terutama hal yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, yaitu agar lebih 
memprioritaskan RTP atau sektor pertanian sebagai target penerima manfaat bantuan sosial. Bagi Kementerian 
Sosial, kajian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi pemutakhiran basis data kemiskinan. Tata kelola data penduduk/
rumah tangga miskin agar lebih memperhatikan daerah pedesaan. Diperlukan sosialisasi yang lebih intensif kepada 
masyarakat yang memiliki akses informasi yang terbatas terkait dengan prosedur pendaftaran mandiri. Pengawasan 
proses verifikasi data juga perlu ditingkatkan. 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya hanya mencakup beberapa jenis perlindungan 
sosial, maka sebaiknya penelitian selanjutnya dapat menganalisis jenis perlindungan atau bantuan sosial lainnya 
yang belum dicakup dalam penelitian ini, termasuk bantuan yang dikhususkan untuk RTP, seperti subsidi benih, 
pupuk, alat dan permesinan pertanian. Selain itu, cakupan rumah tangga yang digunakan penelitian ini hanya pada 
rumah tangga biasa, sehingga tidak mencakup gelandangan, pengemis, dan rumah tangga lainnya yang termasuk 
dalam golongan fakir miskin yang dikategorikan Kemensos. 
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